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ABSTRAK  
Semakin berkembangnya zaman maka berkembang pula sistem tekhnologi di 
dunia ini, terlebih mengenai sistem transaksi keuangan. Semakin maraknya 
perkembangan dunia perbankkan maka maraklah pula berbagai produk-produk 
yang dimunculkan oleh lembaga bank tersebut, antara lain yaitu mengenai kartu 
kredit. Pada penelitian ini dijelaskan mengenai sistem akad pada kartu kredit 
hasanah card pada BNI syariah. Yang pertama yaitu mengenai macam-macam 
akad yang diterapkan oleh bank BNI Syariah pada produk kartu kreditnya yang 
bernama hasanah credit card. Dimana terdapat 3 akad yang diterapkan oleh bank 
BNI Syariah pada produk hasanah credit card. Yaitu (1) akad Ijarah, (2) akad 
kafalah, (3) akad qard. Yang kedua yaitu mengenai pandangan hukum Islam 
terhadap penerapan akad kartu kredit syariah hasanah card oleh bank BNI syariah. 
Yakni dimana disini keseluruhan proses akad yang dilakukan oleh pihak bank 
BNI syariah sudah sesuai dengan ajaran hukum Islam. 
  
Kata Kunci: BNI Syariah, Kartu Kredit, Hukum Islam 
 
 ABSTRACT 
 
The continued development of the times it develops the technology sistem in the 
world, especially regarding the financial transaction sistem. The more widespread 
development of the banking world is a lot of variety of products that were 
returned by the bank agencies, among others, that the credit card. In this study, 
described the agreement on the credit card sistem hasanah card at BNI Sharia. The 
first is about the kinds of contract applied by BNI Sharia banks on credit card 
product, this name is hasanah credit card. Where there are 3 covenants applied by 
BNI Sharia products about hasanah credit card. The first (1) Ijarah, (2) kafalah 
contract, (3) the contract qard. The second is the view of Islamic law on the 
application of Islamic credit card agreement hasanah card by bank BNI sharia. 
That is where it is the whole process of contract committed by the bank BNI 
sharia law is in conformity with the teachings of Islam. 
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PENDAHULUAN 
Terdapat banyak sekali lembaga-lembaga keuangan berbentuk bank yang 
ada di Indonesia, yakni contohnya, PT. Bank BNI, PT. Bank BRI, PT. Bank BCA, 
PT. Bank Mandiri, dan lain sebagainya. Dari setiap bank tersebut terdapat aturan 
tersendiri yang ditujukan kepada setiap nasabahnya. Dari berbagai lembaga 
perbankan di Indonesia yang awalnya merupakan bank konvensional dan 
sekarang sudah menerapkan prinsip syariah yaitu PT. Bank BNI dengan produk 
BNI Syariah, PT. Bank BRI dengan produk BRI Syariah, dan PT. Bank Mandiri 
dengan produk Bank Mandiri Syariah. 
Salah satu perusahaan terbesar dan tersohor yang berada di Indonesia yang 
saat ini telah menggunakan prinsip syariah yakni PT. Bank BNI dengan 
produknya Bank BNI Syariah.Pada tanggal 9 Februari 2008, BNI Unit Usaha 
Syariah (BNI Syariah) bersama dengan Master Card World Wide meluncurkan 
Hasanah Card. Sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dan 
bertujuan untuk memudahkan sistem pembayaran serta sebagai jaminan atas 
setiap transaksi pembelian barang dan jasa.
1
 Lembaga keuangan ini merupakan 
perusahaan perbankan milik negara yang pertama kali mengusungkan sistem 
keuangan syariah. Tentu saja pastinya dalam BNI syariah juga terdapat sistem 
kartu kredit yang pastinya berlabelkan syariah. Untuk itulah peneliti merasa 
tertarik untuk mengkaji prinsip kartu kredit di bank BNI Syariah. 
 BNI menjadi bank milik Negara pertama yang mengeluarkan kartu kredit 
syariah yang sebelumnya telah dilakukan oleh bank swasta seperti Bank 
                                                          
1
 Nama produk kartu kredit syari’ah yang dikeluarkan oleh BNI Syariah dan diresmikan di Jakarta 
pada tanggal 7 Februari 2009. http.//www.bni.co.id. Portals0DocumentPress% 20release%20-
%20BNI%20Hasanah %20 Card-Ind.pdf, diakses hari Minggutanggal 03April 2016 
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Danamon. Dalam industri perbankan syariah persaingan tidak hanya dengan 
sesama bank syariah, tetapi juga dengan bank konvensional yang tidak asing lagi 
bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, tiap bank harus berlomba-lomba untuk 
memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya, salah satunya dengan 
mengeluarkan produk yang bias memenuhi keinginan pasar. 
 Alasan peneliti mengangkat tema tentang kartu kredit syariah adalah 
dikarenakan era globalisasi saat ini sudah sangat berkembang pesat, terutama 
dalam sistem keuangan kita. Dimana masyarakat ingin melakukan transaksi jual 
beli atau muamalah dengan cara mudah dan tidak ribet. Salah satunya yakni 
dengan melakukan pembayaran dengan sistem kartu kredit. Kartu kredit itu 
sendiri pada awalnya hanyalah kartu kredit konvensional, yakni kartu kredit yang 
apabila digunakan transaksi dan pada saat dilakukan pembayaran tagihan kartu 
kredit akan dikenakan bunga. Tetapi setelah perkembangan zaman dan 
modernisasi umat Islam, era saat ini juga terdapat kartu kredit berbasis syariah. 
Dimana dalam setiap transaksinya tidak dikenakan bunga. 
 Berdasarkan informasi di atas, maka peneliti merasa perlu melakukan 
penelitian mengenai prinsip kartu kredit di tempat tersebut yang merupakan 
lembaga keuangan sebagai percontohan lembaga keuangan konvensional yang 
saat ini menggunakan prinsip syariah. Penelitian ini berfokus pada prinsip akad 
yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank dalam melaksanakan perjanjian 
pembuatan kartu kredit yang selanjutnya dilakukan analisis dengan mengaitkan 
data lapangan dengan teori-teori dan pandangan-pandangan hukum Islam. 
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Pada penelitian ini hanya khusus membahas mengenai prinsip akad yang 
diterapkan oleh bank BNI Syariah pada kartu kredit hasanah card. Dan dari 
pembatasan masalah tersebut terdapatlah rumusan masalah sebagai berikut: (1) 
Apa saja macam-macam akad pada kartu kredit syariah hasanah card yang 
diterapkan oleh bank BNI Syariah?, (2) Bagaimana pandangan hukum Islam 
terhadap penerapan akad kartu kredit syariah hasanah card oleh bank BNI 
Syariah? 
Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain: (1) 
Untuk mengetahui macam-macam akad kartu kredit syariah hasanah card yang 
diterapkan oleh bank BNI Syariah, dan (2) Untuk mengetahui penerapan akad 
kartu kredit syariah hasanah card oleh bank BNI Syariah tersebut apakah sudah 
sesuai dengan hukum Islam. 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative (penelitian 
normatif). Sifat dan tipologi dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data 
primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer, 
sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan 
wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. 
  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Macam-Macam Akad Pada Kartu Kredit Syariah Hasanah Card yang 
Diterapkan Oleh Bank BNI Syariah 
Pada abad modern dan serba canggih ini, alat pembayaran yang efektif dan 
efisien sangatlah dibutuhkan pada transaksi jual beli, orang yang akan berbelanja 
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tidak perlu lagi membawa uang dalam jumlah yang besar tetapi cukup dengan 
membawa selembar plastik berukuran kecil yang disebut kartu kredit.
2
 Transaksi 
mendunia tanpa uang tunai ini mulai menjadi tren sejak ditemukannya kartu kredit 
(credit card) atau kartu plastik (plastic card) dan kartu pintar (smart card). 
Seiring perkembangan ekonomi dan budaya masyarakat yang mulai meninggalkan 
kebiasaaan memakai uang tunai (cashless society). 
Kartu kredit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga 
pembiayaan lainya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan 
sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai.
3
 Dahlan Siamat 
mendefinisikan kartu kredit sebagai jenis plastik yang digunakan sebagai alat 
pembayaran transaksi jual beli barang atau jasadimana pelunasan atau 
pembayarannya dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah 
minimum tertentu
4
. Sedangkan menurut Thomas Suyatno, kartu kredit adalah 
suatu jenis alat pembayaran sebagai alat pengganti uang tunai atau cek.
5
 Dengan 
kartu kredit tersebut pemegang kartu dapat membeli apa saja yang diinginkan di 
tempat yang dapat menerima kartu kredit.
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Massey (2007) mendefinisikan kartu kredit Islam sebagai alat pembayaran 
yang sah harus bertemu dengan setidaknya tiga kriteria prinsip-prinsip Islam. 
 Firstly, the card must meet the shariah requirements on lending, which 
vary from region to region. In general, it must avoid the three essential 
                                                          
2
Redaksi Republika. DSN Desak BI Segera Izinkan Kartu Kredit Syariah: BI khawatir masyarakat 
konsumtif. Republika, 15 maret 2006 
3
 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada, 2002), hlm 171 
4
 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan. (Jakarta: Intermedia,1995) hlm.275 
5
 Thomas Suyatno. Kelembagaan Perbankan. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1999) Edisi 
III.64 
6
 Imam Prayogo Suryahadibroto dan Joko Prakoso. Surat Berharga: Alat Pembayaran Dalam 
Masyarakat Modern ( Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1995) Cet.3, hlm 335. 
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prohibitions in Islamic finance, which are riba, gharar and maysir. Pertama, 
kartu harus memenuhi persyaratan syariah pada pinjaman, yang bervariasi dari 
daerah ke daerah. Secara umum, itu harus menghindari tiga larangan penting 
dalam keuangan Islam, yang riba, gharar dan maysir. 
Riba, as applied in the interest concept, is clearly proscribed in the Holy 
Qur’an and the Hadith of Prophet Muhammad p.b.u.h.. Therefore, an Islamic 
credit card is not allowed to charge any interest to payments even if the user is 
late in paying.  
Gharar, or uncertainty, in the practice of Islamic credit card should be 
avoided by excluding a charging scheme where the monthly repayment or service 
charges are variable based on a number of factors.  
Maysir, or gambling is also prohibited. Thus, apart from preventing the 
card holder to access sites such as online gambling, Islamic cards need some 
other form of insurance cover. Secondly, an Islamic credit card must have 
certainty to be accepted widely. It has to use international payment schemes, such 
as MasterCard or Visa. Besides that, the card should provide facilities that are 
not available on debit cards such as CVV numbers for “card not present” 
transactions and hold amounts. Furthermore, the merchant charges and issuer’s 
fees should not be withheld. Thirdly, an Islamic credit card should not encourage 
behavior that is considered haraam. This includes all manner of forbidden 
behaviors and transactions of an inappropriate nature.
7
 
 
Kartu plastik memiliki berbagai macam seperti kartu kredit, kartu debit, 
kartu-kartu tersebut memiliki fungsi sebagai pengganti uang tunai atau cek dan 
menggunakannya dapat membeli barang dan jasa apapun yang diinginkan 
konsumen selama itu ada dalam pelayanan kartu tersebut kartu kredit merupaka 
revolusi cara pembayaran yang dapat meningkatkan taraf hidup seseorang walau 
dengan cara berhutang. 
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya fungsi syariah 
card sama dengan kartu kredit. Walaupun demikian, antara syariah card dengan 
kartu kredit terdapat perbedaan mendasar, yakni pada kartu kredit menetapkan 
bunga atas pinjaman yang diberikan beserta transaksi yang terkait dengan 
                                                          
7
International Journal, Ilham Reza Ferdian, Miranti Kartika Dewi, Faried Kurnia Rahman, The 
Practice of Islamic Credit Cards: A Comparative Look between Bank Danamon Indonesia’s 
Dirham Card and Bank Islam Malaysia’s BI Card, 2008 
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penggunaan kartu kredit tersebut, tetapi pada syariah card hubungan transaksi 
berdasarkan akad, yaitu akad ijarah, kafalah, dan qardh. 
Selanjutnya, macam-macam akad muamalah dalam sistem Financial 
Transaction Card menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia: 
Pertama, Ijarah. Akad yang pertama yaitu Ijarah. Akad ini berasal dari 
kata al–ajru. Dalam bahasa Indonesia Ijarah diartikan sebagai ganti dan upah. 
Dalam arti luas, ijarah adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu 
dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. BNI Syariah adalah 
penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB hasanah 
card. atas Ijarah ini, pemegang iB hasanah card dikenakan annual membership 
Fee. 
Kedua, Kafalah. Al-kafalah berasal dari kata kafala (menanggung), yaitu 
merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga 
untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki oleh pihak ketiga terhadap pihak kedua 
atau yang ditanggung. BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang iB hasanah 
card timbul dari transaksi antara pemegang iB hasanah card dengan Merchant, 
dan atau penarikan tunai. 
Ketiga, Qardh. Qardh adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa 
mengharap imbalan. Dalam literatur, qard dikategorikan sebagai aqd tathawwu’, 
yaitu akad saling membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. BNI Syariah 
adalah pemberi pinjaman kepada pemegang iB hasanah card atas seluruh transaksi 
penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana. 
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Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Kartu Kredit Syariah 
Hasanah Card Oleh Bank BNI Syariah 
Kartu Kredit Syariah telah diterbitkan oleh beberapa bank ( BNI, Niaga), 
dimana kartu kredit ini sangat berbeda sekali dengan kartu kredit konvensional 
khususnya dalam sistem perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada 
pemegang kartu kredit. Syariah Card telah menyesuaikan dengan ketentuan 
syariah dari Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2005, dengan memakai 
akad Kafalah – Qardh – & Ijarah, sehingga sistem perhitungan biayanya lebih 
transparan, adil serta lebih murah dibandingkan dengan sistem perhitungan biaya 
pada kartu kredit konvensional. 
Pada kartu kredit konvensional, biaya bunga dan biaya-biaya lain (seperti 
biaya denda keterlambatan, dsbnya) yang timbul pada bulan tersebut, akan 
diakumulasi dengan sisa hutang pokok yang belum terbayarkan setelah tanggal 
jatuh tempo, untuk menghitung biaya bunga pada bulan berikutnya, sehingga 
dikenal dengan sistem bunga ber bunga (bunga yang dibungakan kembali). Selain 
itu perhitungan bunganya juga mulai dilihat berdasarkan nilai awal hutang pada 
saat transaksi dan juga melihat jumlah hari hutang yang berjalan, berdasarkan 
saldo hutang rata-rata harian, dihitung dari tanggal posting/ tanggal transaksi. 
Contoh: 
Apabila ada sisa tanggihan dari bulan sebelumnya sebesar Rp 1.000.000,- 
dengan bunga 3% sebesar Rp 30.000,-. Kemudian sebelum tanggal jatuh tempo 
dibayarkan sebesar Rp 600.000,-, maka akumulasi sisa hutang pokok setelah 
tanggal jatuh tempo adalah sisa hutang pokok sebesar Rp 400.000,- ditambah 
dengan biaya bunga sebesar Rp 30.000,- maka totalnya sebesar Rp 430.000,-. 
Sehingga perhitungan biaya bunga di bulan berikutnya secara sederhana dihitung 
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dari 3% x Rp 430.000,-. Di contoh ini tidak dimasukkan faktor posting, kalau 
dimasukkan tentu perhitungan biaya bunga jauh lebih kompleks dan lebih tinggi 
dibandingkan dengan yang tertulis di atas. 
Pada kartu kredit syariah card, sistem perhitungan biaya Monthly Fee 
(biaya pengelolaan hutang – ujroh equivalent 2,95%) dihitung berdasarkan kepada 
sisa hutang pokok bersih setelah tanggal jatuh tempo, jadi biaya yang timbul di 
bulan sebelumnya tidak diakumulasikan dengan sisa hutang pokok untuk 
menghitung biaya pada bulan berikutnya. Selain itu pada sistem perhitungan pada 
syariah card ini tidak berdasarkan pada dimulainya tanggal posting, tetapi 
dihitung dimulai setelah tanggal jatuh tempo. Jadi kartu syariahh tidak 
memperhitungkan kembali nilai awal transaksi, jumlah hari hutang serta tidak 
memperhitungkan kembali biaya timbul bulan sebelumnya sebagai bagian saldo 
outstanding baru. 
Diasumsikan sama dengan contoh di atas, dimana sisa tanggihan dari 
bulan sebelumnya sebesar Rp 1.000.000,- dengan asumsi biaya yang sama sebesar 
Rp 30.000,- (3%). Sebelum tanggal jatuh tempo dibayarkan sebesar Rp 600.000,-, 
sehingga setelah tanggal jatuh tempo tersisa hutang pokok bersih sebesar Rp 
400.000,- plus dengan biaya bulan sebelumnya sebesar Rp 30,000,-. Maka 
perhitungan biaya bulan berikutnya (Monthly Fee) adalah dihitung dari 3% x Rp 
400.000,- 
Maka apabila si pemegang kartu kredit konvensional membayar tagihan 
sebesar minimum payment 10% dari total tagihan, maka pembayaran minimum 
payment tersebut 80% akan habis untuk menutupi biaya bunga saja, sehingga 
tidak akan pernah bisa lunas. Bagi pemegang kartu kredit syariah card membayar 
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tagihan sebesar minimum payment, maka dari pembayaran tersebut yang dipakai 
untuk biaya Monthly Fee hanya sebesar 29,5% saja, sedangkan sisanya sebesar 
70,5% akan mengurangi hutang pokok. Sehingga dalam waktu maksimal 1 tahun 
6 bulan dengan membayar minimun payment 10% tiap bulan bisa melunaskan 
seluruh hutang yang ada. 
Pada kartu kredit konvensional, akan dikenakan biaya sebagai berikut: 
Dikenakan biaya penarikan sebesar 4 – 10% dari total nominal yang ditarik, 
tergantung dari bank penerbit kartu tersebut, minimal Rp 50.000,- 
Biaya bunga Cash Advance, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya 
bunga retail/belanja. Sistem perhitungan biaya bunga Cash Advance adalah 
memakai sistem bunga harian atau bunga berjalan, artinya bunga mulai dihitung 
sehari setelah tanggal penarikan sampai tanggal pelunasannya. Jadi apabila 
pemegang kartu melunasi seluruh dana yang ditarik pada hari ke 10 setelah 
tanggal penarikan, walaupun itu sebelum tanggal jatuh tempo, maka tetap sudah 
ada perhitungan bunga selama 10 hari dari total penarikan ditambah dengan biaya 
penarikan. 
Pada kartu kredit syariah card hanya dikenakan biaya penarikan sebesar 
Rp 80.000,-. Biaya Monthly Fee untuk cash advance sama besarannya dengan 
biaya Monthly fee untuk retail / belanja yaitu sama dengan 2,95%. 
Sistem perhitungan biaya Monthly Fee baru dihitung setelah tanggal jatuh 
tempo berdasarkan kepada sisa hutang pokok bersih yang belum terbayarkan. Jadi 
apabila pemegang kartu syariah telah melunasi seluruh hutangnya sebelum 
tanggal jatuh tempo, maka hanya dikenakan biaya penarikan saja (Rp 80.000,-). 
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sebagai contoh: apabila card holder syariah menarik dana sebesar Rp 1,5 jt dari 
ATM, dan kemudian dia melunaskan sebelum tanggal jatuh tempo maka hanya 
dikenakan biaya penarikkan sebesar Rp 25 ribu., tetapi apabila yang dibayarkan 
hanya Rp 500 ribu saja, maka pada billing di bulan berikutnya dia hanya 
dikenakan biaya Monthly fee sebesar Rp 29.500,- (Rp 1 juta sebagai outstanding x 
2,95%) ditambah dengan biaya penarikan Rp 80 ribu. 
Apabila dalam satu lembar penagihan pada kartu kredit konvensional ada 
tagihan belanja dan tagihan Cash Advance, dimana si pemegang kartu tersebut 
belum bisa membayar secara keseluruhan tanggihan, maka pembayaran yang 
dilakukannya oleh pihak bank penerbit akan diposting terlebih dahulu 
pembayaran transaksi belanja, baru sisanya untuk pembayaran transaksi Cash 
Advance, karena bunga yang dihasilkan dari Cash Advance lebih besar dan sistem 
bunganya bunga harian/belanja. Sedangkan kartu syariah, tidak membedakan 
transaksi antara transaksi retail maupun cash advance, karena yang dilihat hanya 
total sisa tanggihan yang belum dibayar saja setelah tanggal jatuh tempo. 
Pada dasarnya akad yang diterapkan bank BNI Syariah sama dengan akad 
yang ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan menerbitkan fatwa DSN-
MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card. Akad yang pertama adalah 
Ijarah, yakni penerbit kartu (issuer card) adalah penyedia jasa sistem pembayaran 
dan pelayanan terhadap pemegang kartu (card  holder).  Atas Ijarah ini, pemegang 
kartu (card holder) dikenakan biaya keanggotaan (membership fee). Akad yang 
kedua adalah Kafalah, disini penerbit kartu (issuer card) adalah penjamin (kafil) 
bagi pemegang kartu (card holder) terhadap merchant atas semua kewajiban 
bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu (card holder) 
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dengan  merchant,  dan  atau  penarikan  uang  tunai  selain  bank atau ATM bank 
penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee 
(ujrah). Sedangkan akad yang ketiga yaitu Qardh, yaitu penerbit kartu (issuer 
card) adalah pemberi jaminan (muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh) 
melalui penarikan tunai dari bank/teller atau ATM bank penerbit kartu.
8
 
Berikut pandangan pandangan hukum Islam terhadap penerapan akad 
Kartu Kredit Syariah Hasanah Card Oleh Bank BNI Syariah. 
Pertama, Ijarah. Dalam konteks Kartu Kredit Hasanah ini, pihak Penerbit 
Kartu yaitu BNI Syariah, adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan 
bagi pemegang kartu. Oleh karenanya atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan 
biaya tahunan atau Annual Fee yang dibayarkan kepada pihak BNI Syariah 
sebagai imbalan. Berdasarkan pembahasan tersebut penulis menganalisis 
bahwasanya penerapan akad Ijarah yang dilakukan oleh bank BNI Syariah sudah 
sesuai menurut hukum Islam dikarenakan disini BNI Syariah merupakan penyedia 
jasa yakni dalam hal pembayaran dan segala macam bentuk pelayanannya. Dan 
dari bentuk jasa tersebutlah nasabah sebagai penikmat jasa harus membayar atau 
memberikan upah kepada pihak penyedia jasa yaitu BNI Syariah. 
Kedua, Kafalah. Dalam kasus Kartu Kredit Hasanah ini adalah, pihak 
Penerbit Kartu yaitu BNI Syariah, berperan sebagai penjamin (kafil) bagi 
(Pemegang Kartu Kredit Pihak Ketiga) ini terhadap Merchant (Pihak Kedua) atas 
semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu 
dengan Merchant, dan atau untuk aktivitas penarikan tunai selain dari bank atau 
mesin ATM si Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah ini, pihak penerbit kartu 
dapat menerima fee/upah (ujrah).  
                                                          
8
 Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, Op.Cit., hal. 2. 
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Berdasarkan hal tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwasanya akad 
Kafalah yang diterapkan oleh BNI Syariah secara umum sudah memenuhi prinsip 
akad menurut hukum Islam. Dimana BNI Syariah disini berperan sebagai kafil 
atau penjamin atas semua kewajiban bayar yang ditimbulkan dari transaksi 
keuangan yang dilakukan oleh pemegang kartu kepada merchant. Jadi disini 
penerapan akad Kafalah yang dilakukan BNI Syariah dalam pembuatan kartu 
kredit hasanah card sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam, walaupun masih 
terdapat upah dalam sistem penjaminan atau Kafalah tersebut. Akan tetapi upah 
tersebut adalah bentuk fee yang diberikan oleh pemilik kartu kepada penerbit 
kartu dikarenakan sudah menjalankan amanah dengan baik sesuai prinsip syariah. 
Ketiga, Qardh. BNI Syariah dalam penerapan akad Qardh sudah sesuai 
dengan prinsip akad menurut syariah ataupun hukum Islam dimana BNI Syariah 
sama sekali tidak membebankan ataupun memungut biaya sepeserpun berkaitan 
dengan akad ini. Penerbit Kartu yaitu BNI Syariah disini hanya berperan sebagai 
pemberi pinjaman (muqridh) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui 
penarikan tunai dari bank atau mesin ATM bank Penerbit Kartu Hasanah. 
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PENUTUP 
Kesimpulan 
Pertama, macam akad pada Kartu Kredit Syariah Hasanah Card yang 
Diterapkan Oleh Bank BNI Syariah, antara lain: (1) Ijarah. BNI Syariah adalah 
penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB hasanah 
card. atas Ijarah ini, pemegang iB hasanah card dikenakan annual membership 
Fee.(2) Kafalah, BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang iB hasanah card 
timbul dari transaksi antara pemegang iB hasanah card dengan Merchant, dan atau 
penarikan tunai, dan (3) Qardh, BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada 
pemegang iB hasanah card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan 
menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana. 
Kedua, pandangan Hukum Islam terhadap penerapan akad Kartu Kredit 
Syariah Hasanah Card Oleh Bank BNI Syariah, yaitu: (1) Ijarah, penerapan akad 
Ijarah yang dilakukan oleh bank BNI Syariah sudah sesuai menurut hukum Islam 
dikarenakan disini BNI Syariah merupakan penyedia jasa yakni dalam hal 
pembayaran dan segala macam bentuk pelayanannya, (2) Kafalah, akad Kafalah 
yang diterapkan oleh BNI Syariah secara umum sudah memenuhi prinsip akad 
menurut hukum Islam. Dimana BNI Syariah di sini berperan sebagai kafil atau 
penjamin atas semua kewajiban bayar yang ditimbulkan dari transaksi keuangan 
yang dilakukan oleh pemegang kartu kepada merchant, dan (3) Qardh, BNI 
Syariah dalam penerapan akad Qardh sudah sesuai dengan prinsip akad menurut 
syariah ataupun hukum Islam dimana BNI Syariah sama sekali tidak 
membebankan ataupun memungut biaya sepeserpun berkaitan dengan akad ini.  
 
 
15 
 
Saran 
Pertama, bagi BNI Syariah, hendaknya adanya penambahan prinsip-
prinsip akad pada pembuatan kartu kredit syariah hasanah card oleh BNI Syariah, 
agar semakin mengedepankan sistem keuangan Islam secara penuh dan 
menyeluruh dan pemaksimalan pelayanan guna menunjang minat para nasabah 
untuk beralih menjadi pengguna keuangan Islam. 
Kedua, bagi nasabah, sebagai umat Islam yang kaffah disebabkan telah 
adanya sistem keuangan yang syariah, hendaknya mulai sekarang setiap transaksi 
keuangan baiknya menggunakan sistem syariah yang telah dikembangkan oleh 
BNI Syariah. 
DAFTAR PUSTAKA 
Buku  
Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, Op.Cit., hal. 2. 
Kasmir, 2002. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada. 
Siamat, Dahlan. 1995. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: Intermedia. 
Suryahadibroto, Imam Prayogo dan Joko Prakoso. 1995. Surat Berharga: Alat 
Pembayaran Dalam Masyarakat Modern. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1995. 
Suyatno, Thomas. 1999. Kelembagaan Perbankan. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama. 
Jurnal/Web/Surat Kabar 
International Journal, Ilham Reza Ferdian, Miranti Kartika Dewi, Faried Kurnia 
Rahman, The Practice of Islamic Credit Cards: A Comparative Look 
between Bank Danamon Indonesia’s Dirham Card and Bank Islam 
Malaysia’s BI Card, 2008 
Nama produk kartu kredit syari’ah yang dikeluarkan oleh BNI Syariah dan 
diresmikan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2009. http.//www.bni.co.id. 
Portals0DocumentPress% 20release%20-%20BNI%20Hasanah %20 
Card-Ind.pdf, diakses hari Minggutanggal 03April 2016 
Redaksi Republika. DSN Desak BI Segera Izinkan Kartu Kredit Syariah: BI 
khawatir masyarakat konsumtif. Republika, 15 Maret 2006 
